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BAB III 
TAHAP IMPLEMENTASI KOMPONEN REDD+ DALAM 
PROYEK RIMBA RAYA 
Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai operasionalisasi konsep 
efektivitas rezim, yaitu outcomes, berupa implementasi komponen-komponen  
REDD+ dalam Proyek Rimba Raya. Komponen-komponen tersebut adalah 
pengelolaan persiapan REDD+, partisipasi stakeholder, pengaturan strategi REDD+, 
penetapan reference of levels, dan sistem MRV yang digunakan oleh Rimba Raya. 
3.1 Pengelolaan Persiapan REDD+ dan Kerangka Implementasi Proyek Rimba 
Raya  
3.1.1 REDD+ dalam Level Nasional 
Indonesia sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam permasalahan 
lingkungan global terutama yang berkaitan dengan permasalahan deforestasi dan 
degradasi hutan, sebelumnya telah membentuk Indonesia Forest Climate Alliance 
(IFCA) pada tahun 2007. IFCA merupakan forum komunikasi, koordinasi maupun 
konsultasi para stakeholder untuk membahas isu-isu REDD, mempersiapkan dan 
menghasilkan output yang dilihat melalui berbagai studi tentang REDD Indonesia 
(REDDI) seperti metodologi, strategi, finansial dan distribusi insentif.60
60 Departemen Kehutanan, 2009, Strategi REDD Readiness Indonesia: Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Deforestasi Hutan di Indonesia (Draft Fase Persiapan), hal 9. 
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Pembentukan IFCA ini dikoordinasikan oleh Departemen Kehutanan dan 
didanai oleh World Bank, pemerintah Inggris, Australia dan Jerman, serta didukung 
oleh berbagai stakeholder yang meliputi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat 
termasuk kalangan akademisi.61 Sebelum pertemuan COP ke-13 dilaksanakan, 
Indonesia juga telah terlebih dahulu menyusun roadmap yang terdiri dari peningkatan 
kapasitas untuk mengimplementasikan REDD+, menentukan lokasi percontohan, dan 
inisiatif lain yang berkaitan dengan REDD+. Setelah Indonesia bersedia untuk 
menjadi negara mitra REDD+, tepatnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
berkomitmen untuk turut serta dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan pada pertemuan COP ke-13 di Bali tahun 2007, Indonesia mulai 
melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan negara yang bersedia untuk 
memberikan bantuan dana dalam mendukung komitmen tersebut. Bahkan, Indonesia 
merupakan negara pertama yang memperkenalkan kerangka hukum REDD+ di 
tingkat nasional pada tahun 2009, yang kemudian kerangka peraturan dan hukum 
mengenai REDD+ terus dikembangkan dan dikoordinasi melalui Satgas REDD+ 
Nasional.62. 
Sebelum pembentukan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ pada bulan September 
2010, segala tanggung jawab kelembagaan REDD+ di Indonesia dilimpahkan pada 
tiga lembaga, yaitu: Badan Perancanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang 
memiliki tanggung jawab untuk menyusun Strategi Nasional REDD+, Kementrian 
                                                             
61Ibid. 
62Suzy, Huber, 2013, Indonesia: Kerangka Hukum REDD+, diakses dalam 
http://www.theredddesk.org/countries/indonesia/legal_framework (24/02/2018,16:45 WIB) 
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Kehutanan bertanggung jawab untuk memilih provinsi percontohan REDD+, dan 
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 
yang bertanggung jawab dalam mengembangkan lembaga REDD+, mekanisme 
pendanaan dan sistem Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV).63 
Dukungan bagi Indonesia untuk mengimplementasikan REDD+ juga diawali 
oleh kerjasama Indonesia dan Norwegia yang ditandai dengan penandatanganan 
Letter of Intent (LoI) pada tahun 2010, Norwegia bersedia untuk memberikan bantuan 
dana sebesar US$ 1 miliar dolar untuk membantu Indonesia dalam penurunan emisi 
dari deforestasi dan degradasi hutan.64 Bantuan dana tersebut akan diberikan oleh 
pemerintah Norwegia berdasarkan pada penilaian kerja sesuai dengan kondisi 
Indonesia yang harus menunjukkan keberhasilannya dalam mengurangi defroestasi 
dan memenuhi ketentuan lainnya.65 Melalui dukungan dari pemerintah Norwegia, 
Indonesia di beri kepercayaan untuk dapat mengimplementasikan REDD+ dan tentu 
kerjasama tersebut mampu untuk memberikan dukungan finansial serta pengadaan 
teknologi yang berkaitan dengan proses implementasi REDD+.  
Wujud persiapan Indonesia untuk mengimplementasikan REDD+ juga 
tertuang dalam beberapa kebijakan pemerintah yang telah dipaparkan dalam bab 
sebelumnya. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengenai penetapan Strategi 
Nasional REDD+ Indonesia pada tahun 2012, yang menjadi acuan, dasar dan arahan 
                                                             
63Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku dan Lembaganya, CIFOR (Center for International 
Forestry Research, Working Paper 105, 2013, CIFOR, Bogor, Indonesia, hal 58 
64 Tempo.co, Kurangi Emisi, Indonesia Dapat Bantuan US$ 1 miliar dari Norwegia, diakses dalam 
https://dunia.tempo.co/read/250769/kurangi-emisi-indonesia-dapat-bantuan-us-1-miliar-dari-norwegia 
(20/02/2018,20:35 WIB) 
65 Giorgio Budi Indrarto, Op. cit., hal  55 
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bagi sistem tata kelola pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Dalam Strategi Nasional 
REDD+ Indonesia, pemerintah telah menentukan tujuan pelaksanaan REDD+ di 
Indonesia, sebagai berikut: (1) jangka pendek (2012-2014), melakukan perbaikan tata 
kelola kelembagaan, tata ruang, dan iklim investasi secara strategis; (2) jangka 
menengah (2012-2020), pelaksanaan tata kelola yang telah sesuai dengan kebijakan 
dan tata cara pengelolaan lembaga hutan dan lahan gambut serta pada ruang dan 
mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan dikembangkan; (3) jangka panjang 
(2012-2030), wilayah hutan dan lahan Indonesia menjadi net carbon sink pada tahun 
2030 hasil dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang benar untuk keberlanjutan 
fungsi ekonomi dan jasa ekosistem dari hutan.66 Tujuan-tujuan tersebut memiliki 
jangka waktu yang berbeda-beda untuk memberikan target bertahap sebagai tolak 
ukur keefektifan dan keberhasilan pelaksanaan REDD+ yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 
Upaya pelaksanaan REDD+ pasca penetapan Strategi Nasional REDD+ 
Indonesia, pemerintah telah membentuk kelembagaan di level nasional yang terbagi 
kedalam tiga lembaga, yaitu Lembaga REDD+, Instrumen Pendanaan REDD+ serta 
Intitusi Koordinasi dan Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi REDD+ 
(MRV).67 Ketiga lembaga tersebut menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 
atau tidaknya pelaksanaan REDD+ di Indonesia, karena pada ketiga lembaga itulah 
pemerintah memberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan REDD+, 
                                                             
66Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, 2012, Strategi Nasional REDD+, 
Indonesia: Jakarta, hal. 8-9 
67Ibid., hal. 12 
 77 
 
mulai dari koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder maupun 
masyarakat lokal, serta mengatur insentif dana yang diberikan oleh bantuan luar 
negeri hingga pengaturan benefit sharing dari pengelolaan REDD+.  
 Berbagai bentuk persiapan implementasi REDD+ dalam level nasional telah 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti penetapan kebijakan nasional yang 
berkaitan dengan tata kelola REDD+, pembentukan Satuan Tugas dan Strategi 
Nasional yang menjadi acuan bagi daerah dalam menerapkan REDD+ serta 
penentuan lokasi area implementasi REDD+. Segala bentuk persiapan yang telah 
dilakukan tersebut juga merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak yang 
mendukung REDD+ dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan. Kesiapan pemerintah nasional, dalam hal ini Indonesia juga menjadi penentu 
kesiapan pemerintah daerah dalam proses implementasi REDD+, karena pemerintah 
pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai lokasi 
proyek REDD+ untuk sepenuhnya mengimplementasikan REDD+ sesuai dengan 
aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
 Indonesia sendiri memiliki lebih dari 60 aktifitas proyek REDD+ yang secara 
aktif atau masih dalam tahap fase persiapan yang tersebar di beberapa wilayah 
Indonesia.68 Aktifitas REDD+ tersebut mengacu pada strategi dan peraturan hukum 
yang telah dibuat dalam level nasional serta telah diturunkan dan disesuaikan dengan 
strategi daerah dalam mengimplementasikan REDD+ di daerahnya. Provinsi 
                                                             
68 United Nations Office for REDD+ Coordinaton in Indonesia, REDD in Indonesia, diakses dalam 
https://theredddesk.org/countries/indonesia (17/05/2018, 21:34 WIB) 
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Kalimantan Tengah menjadi provinsi percontohan yang secara langsung ditunjuk oleh 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengimplementasikan REDD+. Atas 
dasar itulah, provinsi Kalimantan Tengah memiliki 8 proyek Demonstration Activites 
(DA), dimana lima diantaranya berada di wilayah ex-PLG atau Ex-Mega Rice Project 
(EMRP) yang merupakan wilayah bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut, 
sedangkan sisanya yaitu The Lamandau River Wildlife Reserve (LRWR), proyek 
Penyelamatan Keanekaragaman Hayati Rimba Raya dan Program Restorasi Habitat 
Orangutan Indonesia (RHOI).69 Dari 8 DA tersebut, Rimba Raya menjadi satu-
satunya proyek REDD+ yang diinisiasi dan dikelola oleh perusahaan swasta yakni 
Infinite Earth untuk meningkatkan nilai ekonomis hutan melalui program konservasi. 
 
3.1.2 Persiapan Penerapan Regulasi REDD+ dalam Proyek Rimba Raya 
 Proyek Rimba Raya sebagai salah satu proyek REDD+ yang diinisiasi oleh 
pihak swasta tentunya membutuhkan persiapan yang lebih matang dan mampu 
meyakinkan pemerintah nasional untuk memberikan kepercayaan dalam 
implementasi REDD+ di wilayah Indonesia. Oleh karena itu dalam upayanya untuk 
melakukan kegiatan konservasi yang bernilai ekonomis, Rimba Raya harus mengikuti 
setiap prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebelum 
proyek Rimba Raya ini dijalankan, InfiniteEarth telah terlebih dahulu melakukan 
survey dan penelitian terkait dengan lokasi yang nantinya akan dijadikan sebagai area 
                                                             
69 Badan Pengelola REDD+, Kegiatan Demonstration Activities REDD+Kalimantan Tengah, diakses 
dalamhttp://badan-staging.reddplusid.org/80-kegiatan/kegiatan-demonstration-activities/2111-
kalimantan-tengah (17/05/2018, 23:54 WIB) 
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konservasi. Hal tersebut dilakukan untuk melihat tingkat emisi serta keadaan 
biodiversitas yang ada di wilayah tersebut sebelum proyek dijalankan. Pihak 
InfiniteEarth juga melakukan pendekatan pada beberapa organisasi non pemerintah 
seperti World Education70 dan Orangutan Foundation International (OFI) guna 
memberikan kemudahan dalam proses implementasi proyek Rimba Raya, mengingat 
kedua organisasi tersebut telah terlebih dahulu melakukan berbagai programnya di 
Indonesia, khususnya di sekitar wilayah Taman Nasional Tanjung Puting.  
Pelaku REDD juga tidak terbatas hanya pada entitas nasional saja, melainkan 
juga turut melibatkan entitas internasional seperti Pemerintah, Badan Usaha dan 
Organisasi Internasional/yayasan/perorangan yang menjadi penyandang dana untuk 
pelaksanaan REDD. Dalam Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2009 juga dijelaskan 
mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku REDD, hak tersebut diantaranya adalah: (a) 
entitas nasinal memperoleh pembayaran dari entitas internasional atas penurunan 
emisi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 
(b) entitas internasional menggunakan sertifikat REDD sebagai bagian dari 
pemenuhan komitmen pengurangan emisi negara maju sesuai peraturan yang berlaku; 
(c) memperjual-belikan sertifikat REDD bagi perdagangan karbon pasca 2012 yang 
dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen pengurangan emisi negara maju.  
                                                             
70World Education merupakan organisasi yang bergerak dibidang pengembangan kualitas masyarakat 
berbasis survey penilaian perkembangan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan lokal dari sekitar 
wilayah hutan dan penggunaan lahan masyarakat. Organisasi ini telah melakukan proyek bersama 
dengan masyarakat lokal di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting sejak tahun 2003 yang di danai 




Sedangkan kewajiban bagi pelaku REDD, yaitu: (a) melakukan kegiatan 
pengelolaan hutan dalam rangka pelaksanaan REDD; (b) menetapkan referensi emisi 
sebelum pelaksanaan REDD; (c) melakukan pemantauan sesuai dengan rencana; (d) 
menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri melalui Komisi REDD. 
Pengelolaan hutan di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak swasta jika 
pemerintah memberikan konsesi untuk menggunakan lahan hutan baik untuk kegiatan 
pertambangan, perkebunan, maupun kegiatan konservasi. Karena dalam proyek 
Rimba Raya yang menjadi pengembang proyek adalah pihak swasta, yaitu 
InfiniteEarth, maka dalam prosedur perijinannya diperlukan konsesi yang 
memberikan pihak swasta untuk melakukan pengelolaan hutan di Indonesia. Konsesi 
adalah pemberian hak pengelolaan pada pihak swasta atas lahan yang sebelumnya 
merupakan milik publik dan dianggap akan lebih efektif jika lahan tersebut dikelola 
oleh pihak swasta.71 
Pemberian konsesi oleh pemerintah ini dapat dilakukan melalui prosedur 
permohonan izin Restorasi Eksosistem (IUPHHK-RE) atau melalui kerjasama yang 
dilakukan oleh pihak swasta tersebut terhadap pemilik lahan. Dengan kata lain, pihak 
swasta yang ingin mengelola lahan dapat memilih untuk melakukan konsesi melalui 
prosedur umum dengan mengurus pada pemerintah pusat dan daerah atau 
menggunakan prosedur yang lebih mudah yaitu dengan melakukan perjanjian dengan 
pihak pemilik lahan sebelumnya.  
                                                             
71 Indonesian Task Force, 2012, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi 
Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, dan Keadlian, University of Indonesia dan 
University of Washington  
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Sesuai dengan Peraturan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
30 tahun 2009 yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi Hutan (REDD), persyaratan REDD untuk areal IUPHHK-HA, 
IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHH-HKM, dan IUPHHK-RE yaitu:  
1. Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang IUPHHK-HA, IUPHHK-
HT, IUPHH-HKM, IUPHHK-HTR atau IUPHHK-RE; 
2. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah; 
3. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD; 
4. Memiliki rencana pelaksanaan REDD. 
Rimba Raya telah mengajukan permohonan IUPHHK-RE pada tanggal 30 
April 2009, dimana persyaratan untuk mengurus izin tersebut harus menyertakan 
surat Rekomendasi dari Gubernur, pertimbangan dari Bupati atau Walikota, 
Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten atau Kota, analisis fungsi 
kawasan hutan dari Dinas Kehutanan dan Balai pemanfaatan kawasan hutan dan peta 
lokasi serta proposal teknis. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi dan diajukan pada 
Menteri Kehutanan, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) 
akan memeriksa kelengkapan persyaratan-persyaratan untuk menentukan diterima 
atau ditolaknya permohonan izin tersebut. Rimba Raya telah mendapatkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 5 Oktober 2009 dengan Nomor SK.671/ 




Selanjutnya, jika segala persyaratan dan kelengkapan telah disetujui oleh 
Dirjen BUK dan diterima oleh Menteri Kehutanan, maka akan diterbitkan Surat 
Perintah Pertama (SP-1), Rimba Raya telah mendapatkan SP-1 dengan 
No.S.958/Menhut-VI/2009 pada tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan bahwa 
PT. Rimba Raya Conservation menjadi calon pemegang IUPHHK-RE di areal yang 
telah diajukan, dalam SP-1 tersebut juga mencakup perintah untuk menyusun UKL 
dan UPL72 dengan rentang waktu 6 bulan.  
Setelah berkonsultasi dan diterbitkannya Surat Rekomendasi dari Kepala 
Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah No.660/454/II/BLH/2010 pada tanggal 
12 April 2010 mengenai persetujuan UKL-UPL kegiatan IUPHHK-RE oleh PT. 
Rimba Raya Conservation, Dirjen BUK atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan 
Surat Perintah kedua (SP-2) untuk diserahkan pada Dirjen Planologi Kehutanan untuk 
menyiapkan peta areal kerja (working area). PT. Rimba Raya Conservation telah 
mendapatkan SP-2 dengan No.S.291/Menhut-VI/2010 pada tanggal 15 Juni 2010 
yang menerbitkan peta areal kerja seluas ± 89,185 hektar di Provinsi Kalimantan 
Tengah. Peta areal tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut: 
                                                             
72Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL-UPL 
merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (penjeleasan diolah dari Integrated Law Enforcement 





Gambar 3.1 Peta Pemandangan IUPHHK-RE PT. Rimba Raya Conservation 
Sumber: Eka, Ginting, Slide REDD Financing: Experience in PT Rimba Raya Conservation 
Indonesia, diakses dalam https://www.iisd.org/pdf/2010/10_REDD_II_Hue_Rimba_raya.pdf 
(25/12/2017, 22:35 WIB) 
 
 Proses lanjutan setelah pemohon dalam hal ini PT. Rimba Raya Conservation 
mendapatkan SP-2 dan peta areal kerja dari Menteri Kehutanan melalui Dirjen BUK, 
maka Rimba Raya hanya harus menunggu keputusan Menteri Kehutanan tentang 
pemberian IUPHHK-RE melalui Sekretaris Jenderal. Pihak Sekretaris Jenderal 
kemudian akan menelaah kembali aspek hukum konsep penerbitan keputusan yang 
nantinya akan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Tahap ini merupakan tahap akhir 
dari proses pengajuan permohonan IUPHHK-RE, setelah Sekretaris selesai menelaah 
aspek-aspek hukum dalam pengajuan tersebut, Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
kemudian akan diterbitkan dan disampaikan pada pemohon. Tata cara pengajuan 
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permohononan IUPHHK-RE yang telah dijabarkan sebelumnya dapat diringkas 
melalui gambar dibawah ini: 
 
Gambar 3.2 Tata Cara Pencadangan Areal Kerja IUPHHK-RE 
Sumber: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan, 2011, 
Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2011, Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan Kementerian Kehutanan, Jakarta, hal 16. 
 
 Idealnya jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan terkait 
dengan IUPHHK-RE setelah mendapat SP-2 dan penetapan peta areal kerja, maka 
waktu yang dibutuhkan dalam proses penelaahan aspek hukum bagi pemohon oleh 
Sekretaris Jenderal adalah paling lama tujuh hari kerja yang terhitung sejak tanggal 
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diterimanya konsep penerbitan SK tersebut untuk selanjutnya diserahkan pada 
menteri, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 
2010. Namun, dalam proses tersebut Rimba Raya memerlukan waktu bertahun-tahun 
untuk mendapatkan izin secara resmi dari Kementrian Kehutanan. Meskipun dalam 
proses awal pengajuan IUPHHK-RE, tidak terdapat kendala yang berarti dengan 
rentang waktu selama satu tahun, tetapi setelah segala persyaratan tersebut dipenuhi 
dan dijalani oleh Rimba Raya penerbitan perijinan tersebut terhambat pada penerbitan 
Surat Keputusan Menteri.  
Dalam laporan Greenomics menyatakan bahwa proyek RRC belum menerima 
persetujuan hukum atau izin restorasi ekosistem untuk proyek REDD+ seluas hampir 
80 ribu hektar di Kalimantan Tengah, mengacu pada Surat Menteri Kehutanan, terkait 
dengan Surat Menhut S.546/Menhut-VII/2012 yang diterbitkan tanggal 29 November 
2012 dimana Menteri Kehutanan pada saat itu Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa 
“… areal permohonan IUPHHK-RE, An PT. Rimba Raya Conservation … dengan ini 
kami sampaikan bahwa permohonan saudara telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan teknis dan saat ini dalam proses penyelesaian.”73 Surat tersebut 
dikatakan dalam laporan Greenomics bukan merupakan dasar hukum pihak Rimba 
Raya untuk mengklaim telah mendapatkan izin resmi untuk mengelola area seluas 
hampir 80 ribu hektar. 
                                                             
73 Sapariah, Saturi, Rimba Raya Belum Dapat Izin Tangani Proyek REDD+ di Kalteng, diakses dalam 
https://mongabay.co.id/2012/12/15/rimba-raya-belum-dapat-izin-garap-80-ribu-hektar-proyek-
redd/amp/ (20/12/2017, 15:34 WIB) 
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Menanggapi hal tersebut, Jim Procanik dari pihak InfiniteEarth menyatakan 
bahwa surat menteri tersebut memang bukan merupakan izin keputusan final yang 
diberikan oleh Menteri Kehutanan, melainkan pemberitahuan terkait dengan 
persyaratan administrasi dan teknis dalam proses pengajuan IUPHHK-RE Rimba 
Raya telah lengkap dan tinggal menunggu penerbitan izin secara resmi dari menteri.  
Selama kurang lebih 3 tahun, proyek Rimba Raya ini terhambat oleh 
permasalahan izin yang belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Penundaan 
penerbitan izin tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya adalah 
pengklaiman wilayah antara PT. Rimba Raya Conservation dengan PT Best Group 
yang merupakan perusahaan minyak kelapa sawit serta kerjasama yang telah terlebih 
dahulu dilakukan oleh Infinite Earth dan Gazprom selaku perusahaan penghasil 
minyak terbesar asal Rusia tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia.  
Permasalahan klaim wilayah antara Rimba Raya dan PT Best bermula ketika 
pada tanggal 31 Desember 2010, PT Best mengakui 6,500 hektar lahan rawa gambut 
untuk perkembangan perkebunan kelapa sawit, area tersebut dekat dengan wilayah 
yang dijanjikan menjadi area proyek Rimba Raya setahun yang lalu, rencana 
perluasan wilayah PT Best tersebut menghubungkan perkebunan kelapa sawit di utara 
dengan pelabuhan yang berada dekat dengan pesisir sungai, lahan yang diakui pada 
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akhir Desember tahun 2010 tersebut merupakan bagian dari rancangan asli yang 
diperuntukkan bagi Rimba Raya.74 
Namun, pada akhirnya Menteri Kehutanan hanya memberikan 46,000 hektar 
bagi Rimba Raya, keputusan tersebut hanya setengah dari luas area lahan yang 
sebelumnya diajukan. Keputusan tersebut tentunya mengecewakan bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam proyek Rimba Raya, termasuk Gazprom yang sebelumnya telah 
mendukung dan melakukan kerjasama dengan Infinite Earth dalam proyek Rimba 
Raya, dalam surat tertanggal 16 Juni 2011 pada pemerintah Indonesia, perusahaan 
Rusia mengkritisi kesalahan menteri perihal izin untuk Rimba Raya dan ancaman 
untuk menelantarkan proyek energi bersih di Indonesia yang diestimasikan akan 
memberikan keuntungan lebih dari 100 juta US dolar dalam investasi luar negeri, 
tetapi pemerintah pada saat itu tidak merespon secara langsung.75 
Terlepas dari permasalahan pengklaiman wilayah antara Rimba Raya dan PT 
Best, permasalahan lain yang menjadi kendala terhambatnya penerbitan izin tersebut 
adalah kesepakatan kerjasama antara InfiniteaEarth dengan Gazprom. Kerjasama 
yang terjadi diantara kedua perusahaan tersebut dilakukan tanpa adanya izin resmi 
dari pemerintah Indonesia, bahkan pihak pemerintah Indonesia tidak mengetahui 
adanya kontrak diantara kedua belah pihak tersebut. Hal tersebut menjadi 
permasalahan yang fatal karena meskipun kerjasama yang dilakukan hanya diantara 
                                                             
74David, Fogarty, Special Report: How Indonesia Hurt its Climate Change Project, diakses dalam 
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-carbon/special-report-how-indonesia-hurt-its-climate-




pihak Infinite Earth dan Gazprom tetapi dalam kerjasama tersebut juga melibatkan 
wilayah Indonesia yang tentunya juga membutuhkan izin resmi dari pemerintah 
Indonesia, mengingat pada waktu itu Rimba Raya masih belum mendapatkan izin 
resmi untuk mengelola sebuah proyek konservasi di Indonesia.  
Gazprom menjadi satu-satunya pemasar karbon kredit dari Rimba Raya pada 
saat itu, yang ditandai dengan persetujuan untuk melakukan kontrak sebagai pembeli 
karbon kredit Rimba Raya dikisaran harga 7 dan 8 euro (10 sampai 11,40 US dolar) 
per ton, perusahaan asal Rusia tersebut juga menyetujui mekanisme pendanaan yang 
memastikan keberlangsungan proyek selama 30 tahun, tanpa memperhatikan tingkat 
harga yang ada di pasar karbon.76 Beragam visi dan misi yang dibuat oleh Rimba 
Raya untuk membangun sebuah proyek konservasi hutan dengan menggunakan 
skema REDD+ tentunya memerlukan dukungan bukan hanya dari pihak internasional 
maupun swasta saja, melainkan juga dukungan dari pemerintah 
nasional.Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan yang dihadapi 
Rimba Raya untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah pusat. 
Setelah selama bertahun-tahun Rimba Raya menanti penerbitan izin dari 
Menteri Kehutanan, akhirnya PT. Rimba Raya Conservation mendapatkan izin untuk 
mengelola Restorasi Ekosistem seluas 37,151 hektar yang berlokasi di Kabupaten 
Seruyan, Kalimantan Tengah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
No.146/Menhut-II yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2013 dan Peraturan Menteri 




Kehutanan No.735/Menhut-II pada tanggal 25 Oktober 2013.77 Luas keseluruhan 
wilayah yang disetujui oleh Kementrian Kehutanan Republik Indonesia untuk proyek 
Rimba Raya adalah 64,000 hektar, luas tersebut terbagi menjadi tiga izin penggunaan 
lahan yang berbeda, menurut izin dari Peraturan Menteri Kehutanan seluas 36,000 
hektar, sedangkan mengacu pada kesepakatan kerjasama pengelolaan lingkungan 
dengan Taman Nasional Tanjung Puting lebih dari 18,000 hektar dan kesepekatan 
komersial dengan perusahaan kelapa sawit lebih dari 8,000 hektar.78 
Perizinan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian 
Kehutanan menjadi salah satu momentum bagi Rimba Raya untuk melakukan 
berbagai program dan meneruskan implementasi REDD+ yang selama ini sempat 
terkendala akibat dari proses pengajuan perizinan yang terhambat. Setelah izin resmi 
telah didapatkan oleh Rimba Raya, persiapan selanjutnya adalah melaksanakan 
berbagai kegiatan yang telah dirancang dalam proyeksi dokumen Rimba Raya. 
 
3.1.3 Kerangka Implementasi Proyek Rimba Raya 
 Komponen kerangka implementasi ini meliputi berbagai bentuk rancangan 
jangka waktu pendek, menengah maupun panjang bagi Rimba Raya dalam 
mengimplementasikan mekanisme dalam REDD+ maupun melaksanakan setiap 
                                                             
77Nisa, Jalil, PT. Rimba Raya Conservation Hands Over the Community Development Funds to Four 
Villages in Seruyan Regency, diakses dalam https://en.antaranews.com/news/94289/pt-rimba-raya-
conservation-hands-over-the-community-development-funds-to-four-villages-in-seruyan-regency 
(21/01/2018,19:28 WIB) 
78 Aji, Wihardandi, Infinite Earth: Proyek REDD+ Rimba Raya di Kalteng Berizin Resmi Pemerintah 
RI, diakses dalam https://www.mongabay.co.id/2013/07/21/infinite-earth-proyek-redd-rimba-raya-di-
kalteng-berizin-resmi-pemerintah-ri/amp/ (22/01/2018, 12:23 WIB) 
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rancangan program kerja. Setiap proyek REDD+ yang mencari sertifikasi dari standar 
CCB, proyek tersebut harus menunjukan keuntungan iklim substansial dari 
menghindari emisi dan juga menunjukkan hak dan kebutuhan dari masyarakat lokal 
yang berada di wilayah proyek serta menekankan akan pentingnya konservasi 
biodiversitas yang nantinya akan terwujud oleh aktivitas proyek tersebut.79 Untuk 
mengakomodasi tersertifikasinya proyek Rimba Raya oleh standar yang ditetapkan 
oleh CCB, maka Rimba Raya telah merancang 3 perhatian utama yang menjadi dasar 
dalam setiap penyusunan hingga pelaksanaan kegiatan dan aktifitas program kerja 
yang akan dilakukan, yang terdiri dari iklim (Climate), masyarakat (Community), dan 
biodiversitas (Biodiversity).  
 
Gambar 3.3 Komponen Konservasi Aktifitas Proyek Rimba Raya  
Sumber: Todd Lemons, dkk, 2011, The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: 
Avoided (Planned) Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia, Scientific 
Certification Systems, hal 256 ` 
                                                             
79 Todd Lemons, dkk, 2011, The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: Avoided (Planned) 
Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia, Scientific Certification Systems, hal 21 
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 Berdasarkan gambar tersebut, ketiga perhatian utama dalam proyek Rimba 
Raya adalah iklim, masyarakat dan biodiversitas yang telah diturunkan dalam 
beberapa rancangan program kerja yang tentunya juga bekerjasama dengan beberapa 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah, lembaga pemerintahan, 
maupun institusi pendidikan. Climate atau iklim dalam hal ini berhubungan dengan 
kondisi hutan yang menjadi lokasi proyek, penghitungan emisi yang dihasilkan dari 
hutan tersebut, serta hal-hal yang berkaitan dengan kondisi hutan beserta keadaan 
atmosfir disekililing area proyek. 
Rimba Raya telah menyusun rancangan kerjasama dan kegiatan yang akan 
dilakukan terkait dengan iklim, yaitu pembangunan fire towers dan pos penjagaan 
yang bekerjasama dengan OFI, pembentukan pasukan api atau fire brigade dari 
masyarakat lokal bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Kalimantan Tengah, kedua program kerja tersebut sebagai upaya 
pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran hutan yang sewaktu-waktu 
dapat terjadi di sekitar area proyek, serta praktek perkebunan yang berdampak rendah 
terhadap lingkungan di sekitarnya dibantu oleh World Education.Kemudian 
pemantauan karbon bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) yang 
telah melakukan berbagai kerjasama penelitian dengan universitas-universitas di luar 




 Dalam Community atau masyarakat terdapat beragam program kerja seperti 
program filter air yang didukung oleh Potters for Peace80 guna mempermudah 
masyarakat lokal dalam mendapatkan air bersih, mengingat mayoritas masyarakat 
tersebut menggunakan air sungai untuk menunjang kebutuhan airnya. Kemudian, 
kompor untuk memasak dengan bahan bakar yang efisien, akuaponik, program 
pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pengamatan masyarakat yang 
dibantu oleh World Education.  
Dalam bidang kesehatan terdapat program imunisasi dan klinik apung yang 
bekerjasama dengan Health in Harmony, keberadaan program tersebut akan 
mempermudah masyarakat dalam mengakses kesehatan. Sedangkan dalam bidang 
ekonomi, melalui program Mitra Bisnis Keluarga (MBK) sebagai perusahaan 
keuangan non bank yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan pada tahun 2006 dengan 
menyediakan modal pada masyarakat dengan pendapatan rendah di Indonesia untuk 
meningkatkan taraf hidup dan pendapatan keluarga.  
 Sedangkan Biodiversity atau biodiversitas yang berfokus pada kekayaan flora 
dan fauna yang terdapat di area hutan proyek sebagai upaya perlindungan dan 
pelestarian biodiversitas yang terdapat di dalamnya melalui program-program 
berikut: pengiriman kembali, pengawasan, dan penelitian terhadap Orangutan serta 
                                                             
80 Potters for Peace merupakan organisasi non profit yang bekerja dalam 2 bidang tanah liat seperti 
bekerja bersama pengrajin tanah liat di Amerika Tengah dan seluruh dunia untuk membantu 
penyediaan pabrik yang menghasilkan filter air keramik. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1986 di 
Nikaragua, filter air keramik telah diperkenalkan di seluruh dunia sejak tahun 1998 dan mampu untuk 
menyediakan air bersih bagi masyarakat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dalam 




konservasi habitat yang bekerjasama dengan OFI. Pemantauan biodiversitas bersama 
dengan UNPAR untuk melihat keadaan biodiversitas sebelum dan setelah keberadaan 
proyek Rimba Raya serta program restorasi dan reforestasi yang dilakukan Rimba 
Raya untuk meningkatkan stok karbon dan pemulihan kembali fungsi hutan. Rimba 
Raya sendiri memiliki kunci utama teknik keahlian untuk mengimplementasikan 
proyek REDD+, yaitu:  
1. General Project Management, yang terbagi menjadi 3 kategori, pertama, 
dibutuhkan manajerial aset fisik dari The Rimba Raya Biodiversity Reserve, 
termasuk keamanan hutan dan perlindungan kebakaran, kedua keahlian 
administratif untuk mengatur logistik, keuangan dan sumber daya manusia, 
ketiga adalah keahlian yang berhubungan dengan kebijakan REDD dan 
sertifikasi kredit karbon;  
2. Community Engagement, teknik keahlian dibutuhkan sebagai ikatan 
masyarakat dan pengawasan terhadap perubahan pada perbedaan tingkatan 
dari proyek Rimba Raya. Terdapat 6 area yang membutuhkan teknik keahlian 
ketika akan bekerja bersama masyarakat, yaitu komunikasi, membuat 
organisasi masyarakat, resolusi konflik, pemetaan masyarakat, perkembangan 
masyarakat dan pengawasan;  
3. Biodiversity Assessment, penaksiran biodiversitas dibutuhkan untuk 
memperkirakan dan memantau biodiversitas dalam area proyek, seperti 
memetakan kondisi dan hutan tutpan, pemetaan ekosistem, survey tumbuh-
tumbuhan yang berada dalam area proyek, survey populasi orangutan, 
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mamalia, burung, dan menggunakan kamera trapping untuk mengestimasikan 
jumlah populasi yang lebih besar;  
4. Carbon Measurement and Monitoring,dilakukan dengan mengembangkan 
metodologi perhitungan karbon yang secara spefisik pada hutan rawa gambut, 
memahami praktek konversi lahan dari lokal, regional dan nasional dan 
merencanakan kebijakan ruang dalam upaya untuk menentukan level ancaman 
dan kemampuan untuk menafsirkan citra satelit.81 
 Kunci teknik keahlian tersebut menjadi dasar dan kemampuan dasar proyek 
Rimba Raya dalam mengimplementasikan REDD+, dengan mencerminkan 
mekanisme dan metode yang terdapat dalam REDD+. Rimba Raya telah menyusun 
rancangan jadwal implementasi yang terbagi kedalam 7 tahap (Lihat: Lampiran 1), 
yaitu: (1) Feasibility Studyatau studi kemungkinan yang terjadi, pada tahap awal ini 
segala bentuk kerjasama dan pertemuan dengan berbagai stakeholder hingga survey 
kondisi area proyek dilakukan, keseluruhan rancangan implementasi pada tahap ini 
telah seluruhnya terlaksana; (2) Establishment of Rimba Raya Reserveatau 
pembentukan proyek Rimba Raya, tahap ini meliputi kegiatan yang menunjang 
pelaksanaan proyek Rimba Raya, seperti pembangunan kantor, pembuatan rancangan 
proyek, proposal teknis, dan berbagai kegiatan validasi dengan institusi terkait, jika 
dilihat melalui gambar tersebut masih terdapat beberapa kegiatan yang baru dimulai, 
namun hingga pada tahun 2016 kegiatan-kegiatan tersebut telah sepenuhnya 
terlaksana dan tercapai, seperti terverfikasinya Rimba Raya oleh standar VCS dan 
                                                             
81Ibid., hal 262 
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perjanjian dengan pembeli kredit karbon, Gazprom, Allianz, dan Microsoft; (3) 
Execution of Rimba Raya Operational Planatau eksekusi rencana operasional 
Rimba Raya, tahap ini meliputi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
rancangan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Rimba Raya, seperti 
pembangunan pos penjagaan, perekrutan dan pelatihan fire brigade, serta rehabilitasi 
biodiversitas yang ada di lokasi proyek, dalam gambar tersebut status kegiatannya 
baru dimulai dan belum terlaksana, dan jika dilihat hingga pada tahun 2016, kegiatan-
kegiatan tersebut beberapa sudah terlaksana seperti pembangunan pos penjagaan dan 
pembentukan fire brigade, dan rehabilitasi biodiversitas yang masih terus dilakukan 
sebagai program kerja Rimba Raya; (4) Co-Management of Tanjung Puting, karena 
lokasi proyek Rimba Raya berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung 
Puting (TPNP), pada tahap ini Rimba Raya merancang kerjasama dengan pihak 
Tanjung Putting dalam kesepakatan perjanjian untuk melakukan kerjasama serta 
pelatihan staf dan penjaga TPNP; (5) Extension of OFI Activitiesatau perluasan 
aktifitas OFI, yang meliputi perluasan kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi 
dan pengembalian Orangutan, serta pemberian dana bantuan untuk memfasilitasi 
aktifitas yang dilakukan OFI bersama Rimba Raya; (6) Development of Social 
Bufferatau pengembangan penyangga sosial, tahap ini berkaitan dengan program-
program kerja yang mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat lokal seperti 
peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak, filter air, akuaponik, kompor masak 
yang berkelanjutan yang menggunakan bahan bakar efisien, imunisasi dan berbagai 
program lainnya untuk membentuk Rimba Raya sebagai penyangga sosial bagi 
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masyarakat lokal sekitar proyek; (7) Outreach and Education, tahap akhir ini terdiri 
dari pembuatan studi yang didasarkan pada program-program dan kegiatan yang telah 
dilakukan Rimba Raya dan ditargetkan akan tercapai pada tahun 2039.82 
 
3.2 Partisipasi Stakeholder dalam Proyek Rimba Raya 
3.2.1 Aktor-Aktor yang Terlibat 
 Keterlibatan stakeholder dalam proyek Rimba Raya baik dari berbagai aktor 
yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran yang 
krusial terhadap proses implementasi REDD+ di wilayah Seruyan, Kalimantan 
Tengah. Aktor-aktor tersebut juga berasal dari berbagai macam tingkatan, 
internasional, nasional maupun sub-nasional dan lokal.  Beberapa aktor yang terlibat 
dalam proyek Rimba Raya, diantaranya adalah: 
a. Infinite Earth 
Infinite Earth merupakan perusahaan swasta yang berbasis di 
Hongkong, perusahaan ini berdedikasi dalam perkembangan solusi ekonomis 
terhadap perubahan iklim dan penurunan lingkungan dengan cara 
mengendalikan penebangan pohon-pohon yang dilakukan secara ilegal. 
Melalui prinsip “Beyond Carbon, Beyond Sustainability”,  Infinite Earth 
beranggapan bahwa penetralan karbon serta sistem yang berkelanjutan tidak 
cukup untuk menjamin keadaan di masa yang akan datang bagi anak cucu 
                                                             
82 Todd Lemons, dkk, 2011, The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: Avoided (Planned) 
Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia, Scientific Certification Systems, hal 220-226. 
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kita, oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih dari hanya sekedar karbon 
netral dan sistem yang berkelanjutan.83 
Sebagai perintis dari kredit mitigasi lingkungan yang berasal dari 
lahan konservasi tropis, Infinite Earth mengembangkan dan secara aktif 
mengatur lahan konservasi basah tropis terbesar di Indonesia serta konservasi 
orangutan yang di danai oleh pihak swasta.84Infinite Earth menjadi salah satu 
aktor yang paling berjasa dalam keberadaan Rimba Raya, karena keberadaan 
proyek konservasi Rimba Raya ini di inisiasikan oleh Infinite 
Earth.Perusahaan ini berkomitmen untuk membuat sebuah proyek yang di 
danai oleh CSR perusahaan yang dialokasikan untuk kebutuhan konservasi 
hutan.Infinite Earth berperan penting dalam hal pengurusan izin, 
implementasi, kerjasama, dan berbagai kegiatan lainnya untuk menunjang 
keberlangsungan serta keberhasilan dari proyek Rimba Raya. 
b. Orangutan Foundation International (OFI) 
Orangutan Foundation International merupakan organisasi non profit 
yang bergerak di bidang konservasi orangutan liar dan habitat hutan 
hujan.OFI juga melakukan penelitian pada orangutan dan hutan, inisiatif 
edukasi secara lokal maupun internasional dan membangun kepedulian 
terhadap pentingnya untuk menjaga dan peduli terhadap 
                                                             





orangutan.85Organisasi non pemerintah ini didirikan pada tahun 1986 oleh Dr. 
Biruté Mary Galdikas bersama dengan koleganya dan beroperasi di Leakey 
Camp, sebuah pusat penelitian orangutan yang berada di area Taman Nasional 
Tanjung Puting.Kerjasama yang dilakukan antara OFI dan Rimba Raya, 
terjalin sejak lama yakni tahun 2007.86 
Sebagai organisasi yang telah lama dan terlebih dahulu melakukan 
kegiatan konservasi di Taman Nasional Tanjung Puting, petinggi Infinite 
Earth, Todd Lemons kemudian melakukan kerjasama dan menjalin kedekatan 
untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh OFI. Kerjasama 
tersebut berupa, OFI menyediakan dukungan pada tingkatan bawah dan 
memberikan gambaran nasehat dari sejarah panjang dan pengalaman OFI di 
wilayah tersebut terhadap orangutan dan konservasi hutan tropis.Sedangkan, 
Rimba Raya menyediakan dukungan finansial dan keahlian dalam bisnis 
secara teknis pada OFI. Dengan kata lain, kerjasama yang terjalin antara OFI 
dan Rimba Raya dalam bentuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan 
sumber daya.87 
c. The Clinton Climate Initiatives (CCI)  
CCI merupakan bagian dari komitmen jangka panjang mantan 
presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton terhadap lingkungan serta 
                                                             
85About OFI, diakses dalam https://orangutan.org/about/ (26/03/2017, 19:35 WIB) 
86Ibid. 
87 OFI LA Office, Announcing Field Partnership between OFI & Rimba Raya, an InfiniteEARTH 
Project, diakses dalam https://orangutan.org/announcing-field-partnership-between-ofi-rimba-raya-an-
infiniteearth-project/ (26/03/2017, 19:56 WIB) 
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merupakan salah satu bagian dari William J. Clinton Foundation.88 CCI 
dibentuk pada tahun 2006 untuk membuat dan meningkatkan solusi akar 
penyebab dari perubahan iklim, program-program yang dibuat oleh CCI 
memfasilitasi penyebaran teknologi energi bersih di pemerintahan, perusahaan 
dan tingkat rumah tangga, maupun membalikkan efek dari perubahan iklim 
global dengan melakukan konservasi dan mengembalikan kembali fungsi 
hutan.89 
Peran CCI terhadap Rimba Raya cukup besar sebagai pihak yang 
mendukung dan memberi dana awal bagi pembentukan dan perkembangan 
proyek Rimba Raya. Dukungan yang diberikan oleh CCI tidak hanya 
memberi sokongan dana awal, tetapi juga memfasilitasi proyek Rimba Raya 
dalam melakukan riset awal di area proyek dan membantu proses validasi 
metodologi serta validasi proyek Rimba Raya dengan standar karbon 
internasional. Sejak tahun 2008, CCI telah bekerja bersama dengan Rimba 
Raya untuk melakukan konservasi, melindungi biodiversitas dan mendukung 
masyarakat lokal dengan membentuk proyek kredit karbon REDD+.90 
d. Gazprom 
Gazprom merupakan perusahaan energi global yang berfokus pada 
eksplorasi geologi, produksi, pengangkutan, penyediaan, pengolahan dan 
                                                             
88 Clinton Climate Initiative, Our Work, diakses dalam https://www.clintonfoundation.org/our-
work/clinton-climate-initiative (30/03/2017, 20:45 WIB) 
89Ibid. 
90 The Clinton Foundation, Asia 2014: Day 5 Recap, diakses dalam 
https://stories.clintonfoundation.org/asia-2014-day-5-recap-1eef6b1d2bc2?gi=63d76c2884c4 
(05/04/2017, 18:36 WIB) 
 100 
 
penjualan gas, kondensasi gas dan minyak, penjualan gas sebagai bahan bakar 
kendaraan, maupun pembangkit dan pemasaran dari tenaga panas dan 
listrik.91Tujuan strategis dari Gazprom adalah menjadikan Gazprom sebagai 
pemimpin diantara berbagai perusahaan energi global dengan melakukan 
penjualan pasar yang bervariasi, memastikan penyediaan yang terpercaya, 
meningkatkan operasi yang efisien dan kesanggupan untuk pemenuhan secara 
ilmiah dan teknis.92 
Perusahaan Gazprom memiliki cabang perusahaan yang bernama 
Gazprom Marketing and Trading (GM&T) dengan berfokus pada hal lain 
dalam eksplorasi yang berhubungan terhadap kesempatan untuk mencapai 
solusi lingkungan dan berkelanjutan, yang secara langsung maupun tidak 
langsung berkaitan dengan penyediaan atau pengelolaan gas dengan aplikasi 
yang inovatif, seperti perkembangan gas alami sebagai bahan bakar 
kendaraan. Sebagai bagian dari inisiatif menuju pencapaian tersebut, GM&T 
secara langsung membiayai proyek Rimba Raya, bentuk pembiayaan tersebut 
berupa pembelian karbon kredit yang dihasilkan oleh Rimba Raya.93 
Gazprom menjadi perusahaan pertama yang bersedia untuk membeli 
kredit karbon Rimba Raya dan sejak awal sangat mendukung proyek ini 
dijalankan hingga turut terlibat pula dalam upaya untuk mendapatkan 
                                                             
91About Gazprom, diakses dalam https://www.gazprom.com/about (27/04/2017, 23:19 WIB) 
92Ibid. 
93 Gazprom Marketing & Trading Limited, diakses dalam http://www.gazprom-
mt.com/WhatWeSay/Lists/PublicationsList/GMT-Clean%2520Energy.pdf (27/04/2017, 23:25 WIB) 
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perizinan dari pemerintah Indonesia.dukungan dan komitmen tersebut sangat 
krusial untuk mengembangkan berbagai program-program yang akan 
dijalankan oleh proyek Rimba Raya.  
e. Pemerintah Indonesia  
Sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 pasal 
4 yang menyatakan bahwa semua hutan di wilayah Indonesia termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, negara memberi wewenang pada 
pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan 
dengan hutan.94Pemerintah Indonesia dalam hal ini terdiri dari pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yaitu Kementrian Kehutanan 
Republik Indonesia, sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas setiap 
kegiatan maupun proyek yang berkaitan dengan wilayah hutan Indonesia 
Kementrian Kehutanan berhak untuk memberikan izin, mengatur dan 
mengawasi segala bentuk kegiatan dan/atau usaha yang berada di wilayah 
hutan Indonesia. Oleh karena itu, Kementrian Kehutanan memiliki peran 
penting dalam hal legalitas perizinan Rimba Raya untuk melakukan restorasi 
ekosistem di wilayah Kalimantan Tengah. 
Sedangkan pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten 
Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memainkan peran yang 
                                                             
94 Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan, 2011, Data dan 
Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2011, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian 
Kehutanan, Jakarta, hal 4 
 102 
 
juga penting dalam hal pemberian rekomendasi dan izin yang nantinya 
menjadi persyaratan bagi Rimba Raya untuk mengurus perizinan di tingkat 
Kementrian Kehutanan. Pemerintah daerah juga menjadi pihak pertama yang 
memberikan izin dan dukungan bagi Rimba Raya untuk melakukan kegiatan 
riset baik riset area proyek maupun riset terhadap masyarakat lokal yang 
berada di sekitar proyek. Dukungan tersebut tercantum dalam surat dari 
Bupati Seruyan, yaitu H. M. Darwan Ali dengan Nomor 522.1/368/SK/2008 
tertanggal 18 November 2008 dan dukungan dari pemerintah provinsi 
Kalimantan Tengah melalui Sekretariat Daerah dengan surat Nomor 
522/296/SK pada tahun 2009.95 
f. Allianz dan Microsoft  
Allianz merupakan salah satu perusahaan global terbesar yang 
bergerak di bidang asuransi dan manajemen riset, perusahaan ini telah berdiri 
sejak tahun 1890 di Jerman dan hingga saat ini tersebar di seluruh wilayah 
Eropa, Amerika dan Asia-Pasifik.96Investasi Allianz dalam proteksi iklim 
telah dilakukan di Kenya dan India, Indonesia menjadi negara ketiga sebagai 
negara yang menjadi lokasi investasi dalam proteksi iklim, tepatnya dalam 
proyek Rimba Raya sejak tahun 2013. Investasi tersebut akan melindungi area 
hutan di Indonesia dari ancaman deforestasi dan juga akan melindungi 
                                                             
95Todd Lemons, dkk, 2011, The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: Avoided (Planned) 
Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia, Scientific Certification Systems, hal 201-202 
96Profil Allianz, diakses dalam https://www.allianz.co.id/tentang-kami (15/02/2018, 19:26 WIB) 
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populasi orangutan.97 “Untuk investor seperti Allianz, pasar karbon akan 
memberikan kemungkinan dalam pendanaan proteksi iklim dengan 
menyalurkan modal pada proyek seperti Rimba Raya dalam pengembangan 
dan kemunculun perekonomiannya”98, pernyataan Rod MacDonald selaku 
orang yang bertanggung jawab terhadap investasi proteksi iklim di Rimba 
Raya dalam investor Allianz Global tersebut menjadi bentuk dukungan 
Allianz terhadap Rimba Raya dalam upayanya untuk mengurangi emisi dan 
perubahan iklim yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. 
Microsoft juga menjadi pihak yang berperan terhadap implementasi 
program-program dalam proyek Rimba Raya.Sebagai salah satu perusahaan 
teknologi terbesar di dunia, perusahaan ini memberikan perhatian terhadap 
permasalahan perubahan iklim dengan berkontribusi terhadap berbagai upaya 
yang mampu untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui inovasi 
teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta mendukung proyek-
proyek pengurangan emisi dengan carbon-fee. 
Bahkan pada tahun 2015, Microsoft menjadi pemenang Lighthouse 
Activity  yang diselenggarakan oleh UNFCCC di momentum inisiatif 
perubahan terhadap kinerja Microsoft dalam mendirikan sebuah pembayaran 
                                                             
97Allianz SE, Allianz Steps Up Investment in Climate Protection, diakses dalam 
https://www.allianz.com/en/press/news/commitment/environment/news_2013-08-20.html/ 




karbon internal atau internal carbon-fee.99Dalam proyek Rimba Raya, 
Microsoft memperkerjakan masyarakat desa untuk menyemai bibit tanaman di 
area yang terdeforestasi di sekitar desanya, dukungan tersebut juga dapat 
terlihat melalui penyediaan fasilitas yang digunakan untuk menunjang Rimba 
Raya dalam mengimplementasikan program kerjanya.100 
g. Masyarakat lokal sekitar area proyek 
Peran masyarakat lokal dalam proyek Rimba Raya juga memiliki 
tempat tersendiri bagi keberhasilan dan keberlangsungan proyek, karena 
masyarakat lokal turut dilibatkan dalam setiap pelaksanaan program-program 
dalam Rimba Raya. Perizinan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam 
pengelolaan proyek akan turut membantu Rimba Raya dalam 
mengimplementasikan berbagai program yang nantinya juga akan bermanfaat 
bagi kedua belah pihak.  
Rimba Raya telah mendata 14 desa yang terdapat di wilayah 
Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, desa-desa tersebut secara bertahap 
akan diberikan program-program yang mampu untuk meningkatkan 5 modal 
utama, yaitu: 1) modal fisik (seperti: modal rumah tangga, peralatan pertanian, 
transportasi, energi); 2) modal finansial (seperti: kredit, tabungan, 
pembayaran, dana pension); 3) modal sosial (seperti: ketaatan pada aturan, 
                                                             
99 Rob, Bernard, Microsoft Honored as 2015 Lighthouse Activity by UNFCCC’s Momentum for 
Change Initiative, diakses dalam https://blogs.microsoft.com/green/2015/10/27/microsoft-honored-as-
2015-lighthouse-activity-by-unfcccs-momentum-for-change-iniative/ (20/02/2018, 15:29 WIB) 
100 Aimee, Riordan, 3 Years, in, Microsoft’s Carbon Fee is Improving Environments, Creating 
Healthier Lives, diakses dalam https://news.microsoft.com/features/3-years-in-microsofts-carbon-fee-
is-improving-environments-creating-healthier-lives/ (20/02/2018, 20:56 WIB) 
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hubungan kepercayaan, kepentingan bersama); 4) modal alam (seperti: 
kesuburan tanah, sumber air, hutan dan peternakan); 5) modal manusia 
(seperti: informasi dan pengetahuan, keahlian, kesehatan).101 
Proyek ini meskipun bergerak dibidang konservasi hutan yang 
umumnya cenderung membatasi masyarakat lokal untuk mengelola hutan, 
Rimba Raya mengklaim akan memberikan peluang, pelatihan sekaligus 
memberdayakan masyarakat lokal sekitar proyek untuk mengelola hutan 
dengan baik dan berdasarkan pada pengelolaan yang berkelanjutan. 
 
3.3 Pengaturan Strategi REDD+ 
3.3.1 Strategi Daerah REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah  
Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation sebagai suatu 
rezim lingkungan internasional, menjadi suatu harapan dan angin segar bagi solusi 
dari permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di berbagai belahan 
dunia, terutama negara-negara yang memiliki area wilayah hutan yang luas. Diinisiasi 
sejak tahun 2007 oleh UNFCCC, REDD yang kini menjadi REDD+ dengan 
menambahkan „+‟ sebagai konservasi, penguatan stok karbon dan pengelolaan hutan 
lestari untuk lebih menspesifikan dan memfokuskan tujuan dari di bentuknya 
REDD+.  
                                                             
101 Todd Lemons, dkk, 2011, The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: Avoided 




Sebagai salah satu pilot project REDD+ pertama di Indonesia yang ditunjuk 
oleh pemerintah untuk mengimplementasikan REDD+, menjadi sebuah kehormatan 
dan tanggung jawab besar bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dalam 
menjalankan dan menerapkan hal tersebut. Penunjukkan Kalimantan Tengah sebagai 
salah satu provinsi percontohan pertama di Indonesia, di latar belakangi oleh: (1) 
Kalimantan Tengah sejak tahun 1993 telah bekerjasama dengan pihak internasional 
untuk melakukan penelitian hutan rawa gambut tropika, (2) kawasan hutan yang 
dimiliki sebagai penyerap karbondioksida dan pensuplai oksigen serta lahan gambut 
yang berfungsi untuk menyimpan karbon areanya masih cukup luas, (3) telah terjadi 
mega deforestasi sekaligus degradasi di kawasan lahan basah termasuk lahan gambut 
melalui proyek Lahan Gambut Sejuta hektar dan (4) kuatnya komitmen masyarakat 
dan daerah untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan dan lahan gambut 
sebagai sumber penghidupan.102 
Untuk mencapai tujuan dari implementasi REDD+ tersebut maka pemerintah 
daerah Kalimantan Tengah menyusun suatu Strategi Daerah (STRADA) dan Rencana 
Aksi melalui program-program yang menjadi pedoman untuk mengoptimalisasi 
penerapan mekanisme yang terdapat dalam REDD+. Strategi Daerah REDD+ 
membantu pemerintah daerah untuk mengimplementasikan REDD+, selain itu 
strategi daerah ini menjadi suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang 
telah disusun sebelum implementasi REDD+ dilakukan melalui program-program 
                                                             
102 Tim Pengkayaan Strada REDD+ Kalteng, 2013, Strategi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah, 
Palangkaraya, hal 2 
 107 
 
yang berfokus pada upaya pengurangan emisi dengan melalui konservasi, penguatan 
stok karbon dan pengelolaan hutan lestari. Menurut Strategi Daerah REDD+ yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan terdapat 12 basis strategi 
Strada REDD+, diantaranya: 
1. Menyusun struktur dan personalia kelembagaan REDD+ yang efektif; 
2. Mensinergikan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan gambut; 
3. Moratorium pemberian ijin pemanfaatan dan konservasi kawasan 
hutan dan gambut; 
4. Menerapkan sistem pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan;  
5. Memanfaatkan lahan gambut secara bijaksana, sesuai karakteristik dan 
mempertimbangkan tingkat resiko;  
6. Melibatkan peran aktif dan tanggung jawab masyarakat;  
7. Memperbaiki status cadangan karbon secra terpadu dan menyeluruh; 
8. Melakukan evaluasi secara periodik status sumberdaya hutan dan 
lahan gambut dengan sistem MRV; 
9. Meningkatkan kualitas mata pencaharian masyarakat; 
10. Mengembangakan instrumen pendanaan lingkungan;  
11. Mengembangkan nilai tambah dan nilai jual produk hijau hasil 
pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut; 
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12. Meningkatkan keberpihakkan kepada masyarakat lokal dalam 
mengelola sumberdaya alam dan dana.103 
Strategi-strategi tersebut menjadi sebuah pedoman dalam membuat atau 
mengembangkan program maupun kebijakan daerah dalam upayanya untuk 
mengimplementasikan REDD+. Strategi Daerah Kalimantan Tengah ini dilakukan 
melalui top-bottom, artinya pemerintah daerah yang telah membentuk Satuan Petugas 
(Satgas) REDD+ memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan sosialisasi 
dan pembelajaran kepada masyarakat sekitar terutama masyarakat adat Dayak 
mengenai pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan proyek REDD+. 
Karena bagaimanapun juga pengelolaan hutan khususnya yang diperuntukkan untuk 
keperluan konservasi dalam rangka penguatan stok karbon, tentunya harus melalui 
persetujuan dari masyarakat sekitar guna mencegah terjadinya konflik searah antara 
masyarakat dan pengelola konservasi hutan. Upaya untuk membantu pemerintah 
daerah Kalimantan Tengah dalam merealisasikan program-program dalam proyek 
REDD+, beberapa pihak telah terlebih dahulu memulai melakukan kegiatan, mulai 
dari riset, perencanaan lokasi proyek, dan mengurus perijinan pada pihak pemerintah 
daerah maupun pemerintah pusat. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah 
Kalimantan Forest Carbon Program (KFCP), Rimba Raya Conservation (RRC), 
Sumitomo dan WWF. 
 
 
                                                             
103Ibid., hal 14 
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3.4 Perhitungan Reference Level dalam Proyek Rimba Raya  
 Reference Emission Level (REL) atau Forest Reference Level (FREL) 
merupakan jumlah emisi bersih atau kotor dan (penghilangan) dari suatu wilayah 
dalam periode waktu tertentu, REL mengacu pada jumlah emisi karbon yang 
dihasilkan oleh hutan sebelum adanya REDD+. FREL di bentuk berdasarkan pada 
data dan pengetahuan yang terkini tersedia dalam kondisi, kapasitas dan kapabilitas 
nasional, pembatasan analisis FREL sebagian besar berkaitan dengan data dalam 
konteks ketersediaan, kejelasan, ketelitian, kesempurnaan dan kelengkapan.104 Secara 
teknis, FREL merupakan proyeksi bruto dari emisi CO2yang digunakan sebagai 
acuan untuk melakukan perbandingan terhadap emisi sebenarnya yang telah 
ditargetkan di masa yang akan datang.105 
CO2 menjadi salah satu gas yang menyumbang sebanyak 99,9% terhadap gas 
rumah kaca, sisa gas lain terdiri dari metana (CH4), dinitorgen oksida (N2O), hidro 
fluoro karbon (HFC), perfluorokarbon (PFC) dan lain-lain.106 Di Indonesia sendiri, 
penetapan FREL awalnya dikembangkan oleh 3 inisiatif yang berbeda, yaitu: 
pertama, kolaborasi bersama perwakilan REDD+ Indonesia dan Kementrian 
Kehutanan atau the Ministry of Forestry (MoFor) sekarang Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan; kedua, oleh Indonesia Second National Communication 
(SNC) yang mendirikan proyeksi emisi untuk penggunaan lahan, perubahan 
                                                             
104 MoEF, 2016, National Forest Emission Level for Deforestation and Forest Degradation: In the 
Context of Decision 1/CP.16 para 70 UNFCCC (Encourages Developing Country Parties to 
Contribute to Mitigation Actions in the Forest Sector): Post Technincal Assessment by UNFCCC, 
Directorate General of Climate Change, The Ministry of Environment and Forestry, Indonesia, hal 61. 
105Ibid., hal 12. 
106Ibid., hal 17. 
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penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) sampai tahun 2020; dan ketiga melalui 
Peraturan Menteri Kehutanan No. 633 tahun 2014.107 
 Untuk mengukur tingkat acuan emisi, emisi yang akan dihitung dalam FREL 
adalah emisi yang dihasilkan akibat dari deforestasi dan degradasi hutan. Adapun 
pengertian dari deforestasi, yaitu konversi yang terjadi pada tutupan hutan alami 
menjadi kategori lahan tutupan lain yang terjadi di dalam sebuah area, lahan tutupan 
lain yang dimaksud adalah hutan yang dijadikan perkebuanan atau lahan bukan hutan. 
Sedangkan degradasi hutan diartikan sebagai perubahan dari kelas hutan primer, yang 
meliputi lahan kering primer, mangrove primer dan rawa primer menjadi kelas hutan 
sekunder.Faktor-faktor penyebab dari degradasi hutan termasuk penebangan hutan, 
agrikultur (penggeseran penanaman), kebakaran, pengumpulan bahan bakar kayu, dan 
penggembalaan hewan ternak yang berkontribusi terhadap degradasi beragam jenis 
biodiversitas yang ada dalam hutan. 
Selain deforestasi dan degradasi hutan, dekomposisi lahan gambut juga 
menjadi salah satu faktor penyumbang emisi dalam pengukuran FREL di tingkat 
nasional, kontribusi lahan gambut terhadap tingkat emisi terutama diakibatkan oleh 
kebakaran, proses oksidasi serta pemadatan lahan gambut yang menghasilkan 
penurunan lahan gambut, dekomposisi secara umum terjadi secara alami akibat dari 
proses kimia yang mengakibatkan terurainya zat-zat atau organisme menjadi bentuk 
yang lebih sederhana atau lebih kecil. Penaksiran emisi dari lahan gambut harus 
dilihat sebagai sebuah entitas, sebuah proses yang saling berhubungan dimana proses 
                                                             
107Ibid., hal 4. 
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tersebut akan dipengaruhi oleh aktifitas pengelolaan lahan yang dilakukan oleh 
manusia.  
 Pemerintah Indonesia dalam membuat FREL tingkat nasionalnya telah 
menyusun lima skenario basis periode dalam menentukan FREL Indonesia, basis 
periode tersebut dalam rentang tahun 1990 hingga 2012, yang terbagi menjadi: (1) 
1990-2000; (b) 1990-2006; (c) 1990-2012; (d) 200-2006; (e) 2000-2012. Proses 
perhitungan REL Indonesia dapat dilihat melalui gambar berikut: 
 
Gambar 3.4 Tahapan Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL)  
Sumber: Sarsito A, dalam Giorgio, Budi Indrarto, dkk, Konteks REDD+ di Indonesia: 
Pemicu, Pelaku dan Lembaganya, Working Paper No. 105, 2013, Center for International 
Forestry Research, hal 86. 
 
 Berdasarkan gambar tersebut, tahapan penetapan REL di tingkat nasional 
diawali dengan penetapan metodologi REL yang di dukung oleh UN-REDD serta 
AusAID dalam hal transfer teknologi dan metodologi serta konsultasi terhadap 
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penggunaan metodologi yang tepat, lalu tahapan selanjutnya yaitu analisis data 
historis yang didapat melalui periode tertentu, kemudian prakiraan mendatang 
sebagai prediksi jumlah emisi yang ditargetkan di masa mendatang, selanjutnya 
konsultasi dengan pemangku kepentingan, lalu penyelesaian dan penetapan REL, 
menelaah kebijakan dan kegiatan yang mampu untuk mengurangi emisi serta 
meningkatkan cadangan stok karbon hutan dan tahap terakhir pemilihan kebijakan 
dan kegiatan yang tepat bagi pencapaian target jumlah emisi yang akan dicapai di 
masa yang akan datang sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi 
REDD+ di Indonesia. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, pemerintah 
Indonesia telah menetapkan tingkat acuan emisi karbon hutan atau Forest Reference 
Emission Level (FREL) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor 633 tahun 2014 tentang Penetapan Tingkat Acuan Emisi Karbon 
Hutan (Forest Reference Emission Level) menetapkan FREL sebesar 0,816 Gton 
CO2eyang didasarkan pada rata-rata emisi hutan tahun 2000 sampai dengan tahun 
2006 dan dari proyeksi emisi hutan yang akan digunakan untuk pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan sampai dengan tahun 2020.108 
 Jumlah FREL yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tersebut 
menjadi acuan yang digunakan dalam skala nasional, sedangkan untuk tingkat daerah  
memiliki tingkat acuan emisi yang berbeda sesuai dengan analisis historis data emisi 
yang dihasilkan di daerah tersebut dalam periode tertentu. Salah satunya adalah 
                                                             
108 Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2014, SK.633/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Tingkat 
Acuan Emisi Karbon Hutan (Forest Emission Level), Jakarta: Indonesia. 
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Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan provinsi percontohan REDD+ di 
Indonesia dan menjadi lokasi area proyek Rimba Raya. Kalimantan Tengah sendiri 
pada tahun 2005 menjadi salah satu penyumbang kurang lebih 15% dari total emisi 
Indonesia, jika upaya pengurangan emisi tidak dilakukan maka diperkirakan hingga 
pada tahun 2030, Kalimantan Tengah akan menyumbang sebanyak 18% bagi emisi di 
Indonesia, oleh karena itu, upaya pengurangan emisi yang terjadi di Kalimantan 
Tengah dapat dilakukan melalui 50% konservasi lahan gambut dan 48% dari sektor 
LULUCF, potensi upaya pengurangan emisi tersebut diprediksi mencapai 282 
MtCO2-eq.
109 
 Dalam mengukur tingkat acuan emisi daerahnya, pemerintah daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah telah menyusun beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi 
kebutuhan data; (2) inventarisasi ketersediaan data; (3) identifikasi kesenjangan; (4) 
penentuan pendekatan atau metode; (5) penghitungan penutupan dan perubahan 
tutupan lahan; (6) identifikasi deforestasi, degradasi hutan dan faktor pemicunya; (7) 
penghitungan cadangan karbon dan emisi masa lalu; dan proyeksi emisi acuan. Untuk 
metode perhitungan tingkat acuan emisi, terdapat beberapa pilihan yang dapat 
digunakan seperti Historical Based, Adjusted Historical Based dan Forward Looking 
(Parametric dan Non-Parametric). 
Kalimantan Tengah memilih untuk menggunakan metode Historical Based, 
dimana metode ini memproyeksikan emisi masa depan berdasarkan sejarah masa 
                                                             
109 Yusurum, Jagau, dkk, 2012, Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level): Provinsi 
Kalimantan Tengah, Palangkaraya, hal II-1 
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lampau atau historical emission secara langsung yang terjadi di wilayah Kalimantan 
Tengah.110 Rentang periode waktu yang dijadikan dasar perhitungan tingkat emisi 
tersebut antara tahun 2000 hingga 2009 dengan asumsi emisi karbon yang terjadi 
diakibatkan oleh aktifitas izin usaha berbasis lahan berjalan secara normal (Business 
as Usual atau BAU) dengan tidak mempertimbangkan upaya pengurangan emisi.111 
Untuk menghitung emisi rujukan dilakukan dengan metode perubahan stok atau stock 
different dengan dua waktu berbeda dan dua faktor yaitu data aktivitas atau luas 
penggunaan lahan atau luas perubahan lahan dan faktor emisi atau perbedaan stok 
karbon dengan dua macam sistem penggunaan lahan per unit luas setiap tahun.112 
 Berdasarkan metode historical based atau data historis jumlah emisi yang 
diukur dalam rentang tahun 2000-2009, maka dapat diproyeksikan emisi BAU pada 
tahun 2020 diperkirakan sebesar 141.052.000 ton CO2-eq (0,14 Gt CO2-eq), dan jika 
disesuaikan dengan komitmen target penurunan emisi Indonesia sebesar 26% maka 
dari tahun 2013-2020 jumlah emisi pertahun adalah 60.472.364 ton CO2-eq (0,006 Gt 
CO2-eq), untuk target penurunan 41% diperkirakan sebesar 22.365.940 ton CO2-eq 
(0,002 Gt CO2-eq).




                                                             
110Ibid., hal III-3 





Tabel 3.1 Emisi BAU dan Target Penurunan Emisi Kalimantan Tengah 
Tahun 2001-2020 
Tahun BAU Linear Penurunan 26% Penurunan 41% 
2001 74.797.932 74.797.932 74.797.932 
2002 74.797.932 74.797.932 74.797.932 
2003 74.797.932 74.797.932 74.797.932 
2004 61.856.313 61.856.313 61.856.313 
2005 61.856.313 61.856.313 61.856.313 
2006 61.856.313 61.856.313 61.856.313 
2007 99.704.435 99.704.435 99.704.435 
2008 99.704.435 99.704.435 99.704.435 
2009 99.704.435 99.704.435 99.704.435 
2010 99.704.435 99.704.435 99.704.435 
2011 103.693.000 103.693.000 103.693.000 
2012 107.844.000 107.844.000 107.844.000 
2013 111.995.000 60.472.364 22.365.940 
2014 116.146.000 60.472.364 22.365.940 
2015 120.297.000 60.472.364 22.365.940 
2016 124.448.000 60.472.364 22.365.940 
2017 128.599.000 60.472.364 22.365.940 
2018 132.750.000 60.472.364 22.365.940 
2019 136.901.000 60.472.364 22.365.940 
2020 141.052.000 60.472.364 22.365.940 
 
Sumber: Yusurum, Jagau, dkk, 2012, Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level): 
Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, hal IV-19 
 
 Proyek Rimba Raya yang berada di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan 
Tengah juga telah menetapkan tingkat acuan emisinya sebagai bentuk proyeksi emisi 
area yang diukur berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan oleh berbagai faktor, 
seperti pohon, pembakaran biomasa, perkembangan minyak kelapa sawit, 
pembakaran lahan gambut, dan drainase lahan gambut. Perhitungan jumlah emisi 
tersebut di ukur sejak tahun pertama proyek Rimba Raya dijalankan hingga data 
terakhir yang didapat, yaitu pada tahun ke 6, dan penetapan jumlah emisi pada tahun-
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tahun selanjutnya akan ditentukan berdasarkan data historis dari tahun pertama 
hingga tahun ke 6.  
Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh basis jumlah emisi kotor atau total 
gross baseline emissions setelah pengurangan dari kebocoran (leakage), adalah 
sebesar 2.464.212 tCO2e di tahun pertama, 40.660.403 tCO2e di tahun ke sepuluh dan 
131.107.818 tCO2e untuk 30 tahun proyek Rimba Raya berjalan, sedangkan basis 
jumlah emisi bersih atau total net baseline emissions dikalkulasikan sebesar 
1.969.770 tCO2e di tahun pertama, 32.528.323 tCO2e di tahun ke sepuluh dan 





3.5 Tahap Monitoring, Reporting dan Verification (MRV) Rimba Raya 
3.5.1 Sistem MRV Rimba Raya 
 Monitoring, Reporting, dan Verification (MRV) merupakan rangkaian 
kegiatan pengukuran, pelaporan dan verifikasi capaian penurunan emisi, 
pemeliharaan dan peningkatan cadangan gas rumah kaca dari kegiatan atau proyek 
atau program REDD+ secara berkala, hasil dari MRV tersebut nantinya menjadi dasar 
pembayaran atas output atau kinerja dari instrumen pendanaan REDD+ kepada 
pelaksana kegiatan atau proyek atau program.115 MRV menjadi salah satu komponen 
keunggulan REDD+ dibandingkan rezim lingkungan internasional yang telah ada 
                                                             
114 Todd Lemons, dkk, 2011, The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project; REDD: Avoided 
(Planned) Deforestation In Central Kalimantan Borneo Indonesia, Scientific Certification Systems, 
hal151-153 
115 Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, 2012, Strategi Nasional REDD+, 
Indonesia: Jakarta, hal 28 
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sebelumnya, dimana hasil dari MRV ini akan memberikan insentif dana yang 
disesuaikan dengan program atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan mekanisme 
yang terdapat dalam REDD+, dengan kata lain jika proyek REDD+ tersebut telah 
berhasil mencapai penurunan emisi baik mencapai target ataupun tidak mencapai 
target maka nilai insentifnya akan disesuaikan dengan jumlah penurunan emisi 
tersebut.  
Namun, untuk menggunakan metode MRV diperlukan biaya yang cukup 
besar dan teknologi yang memadai, hal tersebut tentunya menjadi kendala bagi 
negara-negara berkembang dalam menggunakan metode MRV.Permasalahan tersebut 
menjadi permasalahan utama dalam MRV, oleh karena itu pencarian solusi untuk 
menekan biaya yang tinggi serta panduan yang tepat bagi negara berkembang dalam 
menggunakan MRV sangat diperlukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
memerlukan keseimbangan antara pengggunaan penginderaan jarak jauh 
danpengukuran di lapangan, gambar satelit mampu untuk merancang skema 
penarikan contoh di lapangan yang lebih efisien, mengkaji perubahan luasan tipe 
lahan, dan untuk ektrapolasi pengukuran dari skala plot ke skala regional atau 
nasional.116 
 Dalam proyek Rimba Raya, sistem MRV yang digunakan mengacu pada 
standar REDD yang telah tersertifikasi, yaitu Voluntary Carbon Standard (VCS) dan 
the Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) dengan menggunakan 
                                                             
116 Nurtjahjawilasa, dkk, 2013, Konsep REDD+ dan Implementasinya, Jakarta: The Nature 
Conservancy, hal 26 
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metodologi “VM0004 Methodology for Conservation Projects that Avoid Planned 
Land Use Conversion in Peat Swamp Forests, v1.0 atau Metodologi VM0004 untuk 
Proyek Konservasi dalam Pencegahan Perencanaan Konversi Lahan di Hutan Rawa 
Gambut, v1.0”.117Standar yang terdapat dalam VCS dan CCBA membantu Rimba 
Raya dalam hal pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) area proyek secara 
berkala. 
Perhitungan dalam area proyek Rimba Raya dimulai pada bulan Juli 2009, 
dengan luas area yang menjadi perhitungan karbon seluas 47,237 hektar yang 
berlokasi di daerah Seruyan Hilir, Danau Sembuluh dan Hanau, yang terletak di 
wilayah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemantaun area dimulai 
pada bulan Januari 2009 dengan berfokus pada patroli lapangan, stratifikasi area 
proyek dan rangkaian dari spasial pemerintah Indonesia (G.I.S) dan analisis perasa 
jarak jauh dari kondisi area yang diikuti dengan rancangan survey lapangan, 
pengembangan SOP dan pelatihan tim lapangan pada Mei 2009 dan terlebih dahulu 
survey lapangan untuk penaksiran stok karbon yang dimulai pada 24 Juni 2009, dan 
pada 1 Juli 2009 mulai melakukan periodepemberian kredit.118 
MRV tersebut mencakup kondisi yang ada di area proyek dalam hal iklim, 
hidrologi, geologi, topografi, tanah, biodiversitas, vegetasi, lahan tutupan dan lahan 
penggunaan, selain dalam hal tersebut, MRV yang dilakukan oleh Rimba Raya juga 
                                                             
117 Leslie, Block, dkk, 2011, Rimba Raya Biodiversity Reserve Project: Project Document, Voluntary 
Carbon Standard dan Infinite Earth, hal 3 
118Ibid., hal 13 
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melibatkan kondisi masyarakat sekitar untuk memberikan program yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.  
 Berdasarkan data yang peneliti dapatkan hingga pada tahun 2016, Rimba 
Raya telah merilis beberapa hasil laporan MRV, diantaranya adalah proyek 
operasional pertama tahun 2009 hingga tahun 2010, pada laporan tersebut terdapat 
proyeksi dokumen Rimba Raya yang berisi rancangan implementasi, data-data survey 
di lapangan, dan berbagai data pendukung lainnya yang menjadi dasar implementasi 
REDD+ serta sebagai proposal pengajuan izin pada pemerintah Indonesia dan 
kerjasama dengan berbagai pihak. Verifikasi dalam laporan proyek pertama tersebut 
dilakukan oleh VCS. Kemudian, dalam periode kedua laporan proyek Rimba Raya 
dengan rentang waktu pemantauan pada awal Juli 2010 hingga akhir Juni 2013 
dengan identitas laporan MonitoringReportingM2, proses verifikasi dilakukan oleh 
VCS dan CCBA.  
Pada laporan periode kedua ini berfokus pada implementasi elemen-elemen 
dasar dari Rimba Raya yang diakui dalam rencana pemantauan dan sesuai dengan 
kerangka REDD+ dalam Avoided Planned Deforestation (APD).119 Laporan 
pemantauan selanjutnya merupakan laporan periode ketiga yang diterbitkan pada 
tanggal 20 Desember 2014 dengan identitas laporan MonitoringReportingM3, 
terhitung sejak awal Juli 2013 hingga akhir Juni 2014. Tujuan utama dari periode ini 
adalah untuk mulai mengembangkan dan menerapkan strategi dalam pemilihan 
                                                             
119CCB Standards, Rimba Raya Biodiversity Reserve Project-Monitoring Report M2 (July 2010-2013), 
CCB Standards Second Edition, hal 16 
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timlapangan dan operasional yang tepat sebagai penyelarasan berbagai program 
Rimba Raya di lapangan.120Laporan-laporan tersebut disusun berdasarkan pemantaun 
yang dilakukan dengan periode tertentu untuk mengukur, melihat dan mengamati 
perubahan yang terjadi setelah adanya proyek Rimba Raya di area tersebut. 
Proses MRV dalam proyek Rimba Raya melalui kerjasama dengan berbagai 
lembaga sertifikasi kredibel, menjadi salah satu bentuk penyelesaian permasalahan 
dari MRV itu sendiri yaitu membutuhkan biaya mahal dan teknologi yang memadai 
dalam implementasinya. Hasil dari laporan tersebut menjadi sebuah 
pertanggungjawaban Rimba Raya pada pemerintah Indonesia yang memberi izin 
untuk melakukan kegiatan konservasi di wilayah hutannya serta menjadi dasar 
mekanisme pembayaran terhadap pihak swasta yang akan membeli kredit karbon 
yang dihasilkan oleh Rimba Raya. Secara singkat tahap implementasi keenam 
komponen REDD+ dalam proyek Rimba Raya tersebut secara singkat dapat dilihat 







                                                             
120Verified Carbon Standard dan CCB Standards, Proyek Perlindungan Keanekaragaman Hayati 
Rimba Raya – Laporan Monitoring dan Implementasi (1 Juli 2013-30 Juni 2014), Monitoring & 
Implementation Report VCS Version 3, CCB Standards Second Edition, hal 11 
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Tabel 3.2 Tahapan Implementasi REDD+ dalam Proyek Rimba Raya 
Komponen REDD+ Implementasi dalam Proyek Rimba Raya 
Pengelolaan 
Persiapan REDD+ 
- Melakukan penyesuaian dengan peraturan, strategi nasional 
Indonesia dan strategi daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
- Melakukan pengajuan IUPHHK-RE dan melengkapi 
persyaratan administrasi sebagai syarat untuk mendapatkan 
konsesi dari Kementrian Kehutanan. 
- Penetapan SK dari Kementrian Kehutanan yang tercantum 
dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.146/Menhut-II pada 
bulan Oktober 2013 yang menyetujui Rimba Raya untuk 
mengelola Restorasi Ekosistem seluas 37,151 hektar di 
wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. 
Kerangka 
Implementasi  
- Rimba Raya merancang 3 perhatian utama yang menjadi 
dasar perancangan kerangka implementasi REDD+ dalam 
program-programnya, yang meliputi: iklim, masyarakat, dan 
biodiversitas. 
- Terdapat 4 kunci utama teknik keahlian Rimba Raya dalam 
mengimplementasikan REDD+, yang terdiri dari: general 
project management, community engagement, biodiversity 
assessment, dan carbon measurement and monitoring. 
- Tahap implementasi yang dirancang Rimba Raya terbagi 
kedalam 7 tahap, yaitu: feasibility study, establishment of 
Rimba Raya Reserve, execution operational plan, extension 
of OFI activities, Development of Social Buffer, dan 
outreach and education. 
Partisipasi 
Stakeholder 
- Keterlibatan berbagai aktor internasional, nasional, dan sub-
nasional, seperti: InfiniteEarth, Gazprom, Allianz, 
Microsoft, OFI, CCI, Pemerintah Indonesia dan Masyarakat 
Lokal Kabupaten Seruyan. 
Pengaturan Strategi 
REDD+ 
- Mengacu pada strategi nasional dan strategi daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah guna menyelaraskan implementasi 
REDD+ dengan pemerintah Indonesia. 
Reference of Level - Mempertimbangkan REL yang telah ditentukan oleh 
Kementrian Kehutanan sebesar 0,816 Gt CO2e dan proyeksi 
Penurunan Emisi Kalimantan Tengah sebesar 0,14 Gt CO2-
eq. 
- Rimba Raya menargetkan untuk menghindari emisi sebesar 








- Rimba Raya menggunakan metodologi VM0004 
Methodology for Conservation Projects that Avoid Planned 
Land Use Conversion in Peat Swamp Forests, v1.0 atau 
Metodologi VM0004 untuk Proyek Konservasi dalam 
Pencegahan Perencanaan Konversi Lahan di Hutan Rawa 
Gambut, v1.0. 
- Periode pertama MRV Rimba Raya dilakukan pada tahun 
2009 hingga 2010. 
- Periode kedua MRV Rimba Raya dilakukan pada awal Juli 
2010 hingga pada akhir Juni 2013. 
- Periode ketiga MRV Rimba Raya dilakukan pada bulan Juli 
2013 hingga akhir Juni 2014. 
Sumber: Olahan peneliti 
Tabel diatas merupakan garis besar dari tahap implementasi setiap komponen 
REDD+ dalam Proyek Rimba Raya.Operasionalisasi konsep efektivitas rezim yaitu, 
outcomes, telah tercermin dalam implementasi setiap komponen REDD+ dalam 
proyek Rimba Raya yang telah dijelaskan secara detail oleh peneliti dalam bab ini. 
Pada bab selanjutnya peneliti akan membahas mengenai dampak implementasi 
komponen-komponen REDD+ tersebut dalam proyek Rimba Raya terhadap hasil 
perubahan emisi, ancaman kerusakan biodiversitas dan perkembangan hidup 
masyarakat lokal. Dampak-dampak tersebut menjadi indikator peneliti dalam 
mengukur keefektifan REDD+ dan merupakan operasionalisasi konsep efektivitas 
rezim, yaitu impact, dengan melihat perubahan tingkah laku aktor setelah 
implementasi rezim dilakukan melalui perubahan lingkungan dan kebiasaan 
masyarakat lokal Kabupaten Seruyan terhadap dampak keberadaan Rimba Raya.  
 
